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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1.
2:

Perseroan, adalah PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.”

Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi  PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.”

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.’

Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.*

Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan vyang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar
. 0 5 % 5

serta memberi nasihat kepada Direksi.

Direktur (termasuk Direktur Utama) adalah Anggota dari Direksi yang merujuk
kepada individu®.

Direktur Utama adalah nomenklatur jabatan yang diberikan kepada salah
seorang Direktur’ yang merupakan koordinator dari Direksi®

! AD Perseroan Pasal 1

? UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (2)

* UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (4)

* UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (5)

> UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (6)

® Kesepakatan Rapat Pembahasan

’ Kesepakatan Rapat Pembahasan

® Disebutkan bahwa merujuk pada UUPT Pasal 98 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa yang mewakili
Perseroan adalah Direksi (yang merupakan kata yang menunjukkan majelis) kecuali diatur lain dalam
Anggaran Dasar, maka sebagai konsekuensi ketentuan tersebut tidak ada seorang Direktur pun,
termasuk Direktur Utama yang merupakan atasan dari Direktur yang lain, sehingga dapat dikatakan
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8. Komisaris (termasuk Komisaris Utama) adalah Anggota dari Dewan Komisaris
yang merujuk kepada individu®.

9. Komisaris Utama adalah nomenklatur jabatan yang diberikan kepada salah
seorang Komisaris ' yang merupakan koordinator dari Dewan Komisaris.™

10. Laporan Manajemen Perusahaan adalah laporan yang memuat pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan'’.

11. Llaporan Tahunan atau Annual Report adalah laporan mengenai kegiatan
Perseroan tahunan yang disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
untuk dipublikasikan® dengan ketentuan isi sesuai peraturan perundang-
undangan”.

12.  Komisaris Independen, adalah Anggota Dewan Komisaris yang:
a. Berasal dariluar Perseroanls;

b. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada
Perseroanls;

c.  Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direktur
atau Pemegang Saham Utama Perseroan17; dan

d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan®®.

Direktur Utama adalah koordinator Direksi (Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan
Komisaris BUMN Persero, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH).

s Kesepakatan Rapat Pembahasan

10 Kesepakatan Rapat Pembahasan

" Disebutkan bahwa merujuk kepada UUPT Pasal 108 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa Dewan
Komisaris adalah majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, serta juga mengingat bahwa UUPT
tidak menentukan pembagian tugas dan wewenang diantara Komisaris, sehingga semua keputusan
Dewan Komisaris harus diambil secara kolektif, maka berarti Komisaris Utama tidak dapat mengambil
keputusan sendiri, Komisaris Utama sekedar merupakan koordinator Dewan Komisaris (Tugas,
Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini,
SH)

' Kepmen BUMN 211/1999 Pasal 1 Ayat 2

Y Kepmen BUMN 211/1999 Pasal 1 Ayat 5

* UUPT 40/2007 Pasal 66 Ayat (2) dan merujuk kepada Peraturan Bapepam X.K.6

 Merujuk kepada Peraturan Bapepam IX.l.5

18 Merujuk kepada Peraturan Bapepam IX..5

Y UUPT 40/2007 Pasal 120 Ayat (4) dan merujuk kepada Peraturan Bapepam IX.I.5

1 Merujuk kepada Peraturan Bapepam IX.1.5
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13.

14.

15,

16.

17.

18.

19:

Sekretaris Perusahaan, adalah individu yang diangkat oleh Direksi untuk
memimpin Sekretariat Perusahaan®® yang menjalankan fungsi Sekretaris
Perusahaanzo;

Sekretaris Dewan Komisaris, adalah individu yang diangkat oleh Dewan
Komisaris untuk memimpin dan menjalankan fungsi Sekretariat Dewan
Komisaris™*

Fungsi Manajemen Risiko, adalah fungsi di lingkungan Perseroan yang
bertugas untuk memastikan terlaksananya manajemen risiko berdasarkan
kaidah yang benar pada seluruh kegiatan Perseroan dan tersedianya informasi
pengelolaan risiko bagi Direksi dan informasi pengawasan dalam pengelolaan
risiko bagi Dewan Komisaris, sebagai referensi dalam pengambilan
keputusann.

Satuan Pengawasan Intern adalah satuan kerja di lingkungan Perseroan”
yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan intern’*.

Audit Internal, adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan
konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk
meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui
pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola
perusahaanzs.

Auditor Eksternal, adalah auditor di luar Auditor Internal yang melakukan jasa
audit kepada Perseroan.

Komite Audit, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan
memberikan pendapat profesional dan-independen kepada Dewan Komisaris
terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang disampaikan oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya serta
tentang efektifitas dari pengendalian internal Perseroan.”®

' Kesepakatan Rapat Pembahasan

*® permen BUMN 1/2011 Pasal 29 Ayat (4)

% permen BUMN 12/2012 Pasal 3 Ayat (1)

- Kesepakatan Rapat Pembahasan

2 permen BUMN 1/2011 Pasal 28 Ayat (2) Huruf (a)

* permen BUMN 1/2011 Pasal 28 Ayat (4)

 |nternational Standard for The Profesional Practices of Internal Auditing (SPPIA)
= Piagam Komite Audit Perseroan

Y
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20.

21.

22.

23.

24.

25:

26.
27.
28.

Komite Manajemen Risiko, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan
Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris
dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan
Komisaris terkait pelaksanaan sistem dan kebijakan, evaluasi manajemen
risiko dan pemantauan kesesuaian potensi risiko di Perseroan.?’

Hubungan Kerja Formal, adalah hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan
Komisaris®® yang dapat dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat maupun
Rapat Konsultasi.

Hubungan Kerja Informal, adalah hubungan kerja antara Direktur dengan
Komisaris, atau antara Direktur dengan Komite Komisaris, Sekretaris Dewan
Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, atau antara Komisaris
dengan Pejabat Perseroan, atau antara Pejabat Perseroan dengan Komite
Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan
Komisaris®

Daftar Khusus, adalah daftar yang berisi kepemilikan saham Direksi dan
Dewan Komisaris beserta keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada
Perseroan maupun Perusahaan Lain serta tanggal saham diperoleh.30

Strategis, adalah suatu hal, kondisi atau keadaan yang dapat mempengaruhi
nilai Perseroan dan/atau mempengaruhi investor untuk melakukan investasi
pada Perseroan.’’

Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu

proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan
5 32
perundang-undangan dan etika berusaha.

Stakeholder, adalah Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.®

Hari, adalah hari kalender.?*

Hari Kerja, adalah hari Senin sampai dengan Jumat di luar hari libur nasional
yang diakui pemerintah®

o Piagam Komite Manajemen Risiko Perseroan
*® Termasuk Direktur yang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan AD Perseroan Pasal 11 Ayat 20 dan

21.

= Kesepakatan Rapat Pembahasan
*® UUPT 40/2007 Pasal 50 Ayat (2)
E Kesepakatan Rapat Pembahasan
*> permen BUMN 1/2011 Pasal 1 Ayat (1)
= Kesepakatan Rapat Pembahasan
** UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (15)
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29. Trar]sak5| Material, adalah penyerFaan dalz.am badan usaha, proyek, dan/atau c.  Perusahaan tersebut memiliki ketergantungan keuangan dengan
kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan tukar menukar Perseroan; ’
aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana;
menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan Perseroan atau d. Perseroan menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan/atau

melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perusahaan lain dalam hal
perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur;

perusahaan afiliasi; dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari
ekuitas Perseroan atau perusahaan afiliasi, yang dilakukan satu kali atau

am suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.*® : i .
dal g ) g e.  Direktur, Komisaris atau Pejabat Perseroan menjadi Direktur dan/atau

30. Blue Print Organisasi, adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai Komisaris pada perusahaan lain.
landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan : 32.
sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta

langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit

di lifglkungan kerja.37 33.  Laporan Perkembangan Anak Perusahaan adalah Laporan yang berisi kondisi
keuangan singkat dan tindakan korporasi dari Anak Perusahaan dimana
terdapat informasi yang cukup untuk dapat mengetahui kondisi keuangan
Anak Perusahaan tersebut®.

Anak Perusahaan adalah Perusahaan Afiliasi yang sebagian besar sahamnya
dimiliki oleh Perseroan atau yang dikendalikan oleh Perseroan®.

31. Pakta Integritas, adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang
komitmen tentang pelaksanaan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab,
wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme38 yang 34.  Laporan Perkembangan Perusahaan Afiliasi adalah Laporan yang disampaikan
dituangkan ke dalam sebuah dokumen pakta integritas. oleh Direksi kepada Dewan Komisaris apabila terjadi tindakan korporasi yang

dilakukan oleh Perusahaan Afiliasi dan masuk dalam kategori Transaksi

32. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Material*®
Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris,
Pemegang Saham Utama yang dapat merugikan Perseroan.>’ 35.  Persediaan Barang Mati adalah Persediaan material yang sudah tidak dapat

digunakan dalam kegiatan operasional pengusah 6
33. Pejabat Perseroan adalah pejabat di lingkungan PT Jasa Peralatan Pelabuhan ¢ P = e

Indonesia sampai satu level di bawah Direksi®. 36. Tanggapan Tertulis adalah pendapat atau saran Dewan Komisaris atas
permintaan tertulis Direksi, terkait batas kewenangan Direksi yang

memerlukan persetujuan RUPS sesuai Anggaran Dasar dan disampaikan
secara tertulis®’.

34. Perusahaan Afiliasi/Patungan adalah perusahaan yang berada dalam suatu
sistem perusahaan induk™, yang memiliki hubungan pengendalian dengan
Perseroan baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau

keuangan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut**: 37.  Persetujuan Tertulis adalah keputusan Dewan Komisaris berupa persetujuan

a. Perseroan merupakan pengendali perusahaan tersebut;

b. Satu pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa perusahaan;

** Kesepakatan Rapat Pembahasan

*® Kesepakatan Rapat Pembahasan merujuk kepada Peraturan Bapepam IX.E.2 tahun 2011
&Y Kesepakatan Rapat Pembahasan

** permen PAN 49/2011 Pasal 1 Ayat (1)

* Merujuk kepada Peraturan Bapepam IX.E.1 tahun 2009

“* Kesepakatan Rapat Pembahasan

1 pSAK No 22 jo. IFRS No 3 tentang Business Combination

2 Merujuk kepada Kepdir BEI 403/2012 Angka I1.2.a
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atas permintaan tertulis Direksi, terkait batas kewenangan Direksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan
disampaikan secara tertulis*®

43
Kesepakatan Rapat Pembahasan (sebagaimana merujuk kepada Permen BUMN 3/2012 Pasal 1 Ayat

(2))

“ Kesepakatan Rapat Pembahasan
= Kesepakatan Rapat Pembahasan
:: Kesepakatan Rapat Pembahasan
- Kesepakatan Rapat Pembahasan

Kesepakatan Rapat Pembahasan
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38. Rapat Konsultasi adalah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi atau
rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris®.

1.2 Latar Belakang

Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) adalah panduan
bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara
terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten,
sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip
hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan
Anggaran Dasar, keputusan-keputusan serta arahan Rapat Umum Pemegang
Saham, dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu Transparansi,
Akuntabilitas, Responsibilitas (Tanggung Jawab), Independensi (Kemandirian) dan
Fairness (Kewajaran).

Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini dimaksudkan untuk menjelaskan
hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar
tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien.

Tujuan dari Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
maupun hubungan kerja di antara kedua Organ Perseroan tersebut.

2. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ di
bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi
dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.

Pelaksanaan Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris merupakan salah
XU 20916514 6 3 YRy < ; satu bentuk komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka

‘ mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, sekaligus
sebagai upaya penjabaran lebih lanjut hal-hal yang telah diamanahkan oleh
Pedoman Good Corporate Governance (Good Corporate Governance Code)
yang telah dimiliki oleh PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia. Tatalaksana
Kerja ini mendukung terciptanya suatu pola hubungan kerja yang baku dan
saling menghormati untuk selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan
Direksi dan Dewan Komisaris.

INYKU 3396170 1

= Kesepakatan Rapat Pembahasan
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